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USER MANUAL E-SAKIP 

 

 

E-SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sistem ini 

merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan 

kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan di lingkungan 

Mahkamah Agung RI. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penginputan e-SAKIP adalah sebagai berikut; 

A. IKU 

1. Pilih indikator kinerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang satuan kerja; 

2. Menetapkan target pada setiap indikator kinerja; 

3. Mencetak matrik indikator kinerja yang telah dipilih; 

4. Membuat surat keputusan Ketua tentang penetapan reviu indikator kinerja utama 

yang ditanda tangani oleh Ketua dan stempel satuan kerja, serta dilampirkan matrik 

IKU. 

5. Dokumen IKU dibuat dalam format PDF dan diunggah kembali kedalam aplikasi; 

B. Renstra 

1. Didalam aplikasi e-SAKIP, renstra hanya memuat matrik renstra saja; 

2. Matrik renstra secara otomatis akan terisi sasaran strategis dan indikator kinerja serta 

target; 

3. Mencetak matrik renstra; 

4. Membuat dokumen renstra yang dilampirkan dengan matrik renstra serta 

ditandatangani oleh Ketua dan stempel satuan kerja; 

5. Dokumen renstra dibuat dalam format PDF dan diunggah kembali ke dalam aplikasi.  

C. RKT 

1. Matrik RKT secara otomatis telah terisi, baik indikator kinerja dan target; 

2. Matrik RKT memuat tanggal, bulan dan tahun, serta tanda tangan dan stempel satuan 

kerja; 

3. Mencetak matrik RKT; 

4. Membuat dokumen RKT; 

5. Dokumen RKT dibuat dalam format PDF dan diunggah kembali ke dalam aplikasi. 

D. PKT 

1. Matrik PKT secara otomatis telah terisi, baik indikator kinerja dan target; 

2. Memasukkan anggaran kegiatan dibawah matrik PKT;  

3. Mencetak matrik PKT dan anggaran kegiatan, serta diberi tanggal, bulan dan tahun, 

serta tanda tangan dan stempel satuan kerja; 

4. Membuat surat pernyataan perjanjian kinerja yang ditanda tangani oleh Ketua 

Pengadilan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, serta tanda tangan dan stempel satuan 

kerja; 

5. Dokumen pkt dibuat dalam format PDF dan diunggah kembali ke dalam aplikasi.  

E. Pelaporan Realisasi Bulanan 

1. Realisasi bulanan diisi setiap awal (setelah bulan pelaporan); 

2. Pengisian realisasi bulan dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. 

F. Pengukuran Kinerja  

1. Pengukuran kinerja triwulanan dicetak setiap triwulan; 

2. Pengukuran kinerja triwulan 4 digunakan sebagai dasar penyusunan LKjIP; 

3. Dokumen LKjIP dibuat dalam format PDF dan diunggah kembali ke dalam aplikasi. 
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Langkah-langkah penggunaan e-SAKIP sebagai berikut: 

 

I. PENGELOLAAN/OPERASIONAL 

1. Buka browser (mozilla Firefox/ Chrome), dengan mengetik alamat 

https://www.mahkamahagung.go.id kemudian dengan memilih bagian aplikasi seperti 

pada gambar dibawah dengan mengklik aplikasi internal KOMDANAS. 

 

Gambar 1. Website Mahkamah Agung 

1. Atau dengan membuka aplikasi (mozilla Firefox/Chrome), dan mengetikkan alamat: 

http://komdanas.mahkamahagung.go.id 

2. Masukan Username dan Password Yang dimiliki, Jika belum memiliki Username dan 

Password, silahkan hubungi admin Komdanas (Unit Kerja Bagian Pengembangan Sistem 

Informasi, Biro Hukum Humas). Tampilan halaman Login pada aplikasi Komdanas dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 2. Halaman Login 

3. Jika Entri-an Username dan Password berhasil, pilih modul perencanaan sebagaimana 

gambar di bawah ini: 

https://www.mahkamahagung.go.id/
https://www.mahkamahagung.go.id/
http://komdanas.mahkamahagung.go.id/
http://komdanas.mahkamahagung.go.id/
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Gambar 3. Halaman Utama 

 

4. Jika sudah masuk sub modul e-SAKIP , akan muncul tampilan sebagaimana gambar di 

bawah ini: 

 

Gambar 4. Modul e-SAKIP 

Pilih Aplikasi ini 
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II. MODUL E-SAKIP 

Modul-modul yang digunakan dalam sub modul e-SAKIP adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran Strategis dan Indikator 

2. Dokumen SAKIP 

3. Laporan Realisasi Bulanan 

4. Monitoring Perjanjian Kinerja 

 

 

2.1. Sasaran Strategis dan Indikator 

A. Tampilan Sasaran Startegis dan Indikator 

1. Pilih Menu Perencanaan > e-SAKIP > Sasaran Strategis dan Indikator. 

 

Gambar 5. Modul Sasaran Strategis dan Indikator 

2. Tampilan Sub sub menu Sasaran Strategis dan Indikator akan muncul seperti pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 6. Tampilan Sasaran Strategis dan Indikator 

Kolom-kolom pada tabel Sasaran Strategis dan Indikator Perjanjian Kinerja adalah 

sebagai berikut: 

- Satker/wilayah 

- Sasaran Sasaran Strategis 

- Indikator Kinerja 

- Input 

- Pengisian Input 

- Output 

- Pengisian realisasi 
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- Target (%) 

- Catatan 

3. Untuk menampilkan Sasaran Strategis dan Indiakator Perjanjian Kinerja sesuai 

dengan Tahun yang diinginkan, pilih Tahun dari dropdown list seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 7. Pilihan Tahun Sasaran Strategis dan Indikator Perjanjian Kinerja  

 

 

B. Tambah Target Indikator Kinerja 

 

 

1. Klik Tombol Tambah Target Indikator Kinerja. 

 

Gambar 8. Tombol tambah Target Indikator Kinerja 

2. Tampilan Tambah Target Indikator Kinerja akan muncul seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 9. Tampilan Tambah Target Indikator Kinerja 

3. Klik Dropdown List seperti pada gambar dibawah ini untuk menampilkan list 

Indikator. 
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Gambar 10. Dropdown List Indikator 

4. Isi Kolom Target realisasi (%) seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 11. Kolom Target Realisasi (%) 

 

5. Klik Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dipilih dan 

dimasukkan, atau pilih tombol Batal untuk membatalkan proses. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Tombol Simpan 

6. Target Indikator akan ditambahkan ke dalam tabel Sasaran Strategis dan Indikator. 

 

Gambar 13. Tabel Sasaran Strategis dan Indikator 

 

7. Pastikan bahwa semua indikator yang ada pada list telah ditetapkan targetnya.
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C. Edit Target Indikator 

 

1. Untuk melakukan proses pengeditan Target Indikator, Klik tombol Edit pada 

baris Sasaran Strategis Target dan Indikator yang akan diedit. 

 

Gambar 14. Tombol Edit Target Indikator 

2. Tampilan edit akan muncul seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 15. Tampilan Penyuntingan Sasaran Strategis dan Indikator 

3. Klik Indikator untuk menyunting Indikator. 

4. Klik Kolom Target realisasi (%) untuk mengubah target realisasi. 

5. Klik Tombol  Batal jika penyuntingan batal dilakukan. 

6. Klik Tombol Simpan Data untuk menyimpan data yang telah diubah. 

7. Setelah Tombol Simpan Data diklik, tampilan akan diarahkan kembali seperti pada 

Langkah 1. 

 

D. Hapus Sasaran Strategis/Indikator 

 

1. Untuk  melakukan  proses  penghapusan  Sasaran Strategis/  Indikator, Klik tombol 

 Edit pada baris Sasaran Strategis Target dan Indikator yang akan dihapus. 
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Gambar 16. Tombol Edit Target Indikator 

2. Tampilan Edit Target Indikator Kinerja akan muncul seperti pada gambar dibawah 

ini. 

 

Gambar 17. Tampilan Hapus Sasaran Strategis/ Indikator 

 

3. Klik tombol  Hapus data yang berada di bagian sudut kanan bawah 

untuk menghapus Sasaran Strategis dan Indikator. Namun perlu diperhatikan, 

dengan menghapus Sasaran Strategis dan Indikator akan menghapus laporan 

realisasinya juga. 

4. Apabila Sasaran Strategis dan Indikator telah dihapus, tampilan akan diarahkan 

kembali seperti pada Langkah 1. 

 

E. Unduh Dokumen SAKIP 

Pengunduhan dokumen SAKIP melalui aplikasi e-SAKIP diperlukan untuk penyusunan 

Renstra, Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja yang selanjutnya akan diunggah kedalam 

aplikasi pada Dokumen SAKIP (Lihat USER MANUAL > 2.2 Dokumen SAKIP > Edit 

Dokumen SAKIP). 

1. Untuk melakukan proses pengunduhan Dokumen SAKIP, Klik tombol 

 Download Dokumen SAKIP. 
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Gambar 18. Tombol Unduh Perjanjian Kinerja 

2. Setelah tombol Download Dokumen SAKIP diklik, file dalam format ZIP akan secara 

terunduh. 

 

Gambar 19. File Hasil Unduh 

 

 

3. Hasil dari proses unzip Download Dokumen SAKIP adalah: 

- Dokumen Renstra (00_reviu_renstra.docx) 

- Dokumen Rencana Kinerja (01_rencana_kinerja.docx) 

- Dokumen Perjanjian Kinerja (02_perjanjian_kinerja.docx) 

 

4. Silahkan isi matriks pada dokumen renstra, mengesahkan (tanda tangan dan stempel) 

rencana kinerja, mengesahkan dan mengisi tabel anggaran pada perjanjian kinerja yang 

telah di unduh. 
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2.2. Dokumen SAKIP 

A. Tampilan Dokumen SAKIP 

1. Pilih Menu Perencanaan > e-SAKIP > Dokumen SAKIP. 

 

Gambar 20. Dokumen SAKIP 

2. Tampilan Sub sub menu Dokumen SAKIP akan muncul seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 21. Tampilan Dokumen SAKIP 

Fields pada tabel Komponen SAKIP adalah sebagai berikut: 

a. Satker/Wilayah 

b. LKJiP [tahun sebelum tahun berjalan] 

c. LHE [tahun sebelum tahun berjalan] 

d. Rencana Aksi [tahun berjalan] 

e. Indikator Kinerja Utama 

f. Rencana Strategis [5 tahun] 

g. Rencana Kinerja [tahun berjalan] 

h. Perjanjian Kinerja [tahun berjalan] 

i. Tombol Edit 

 

 

B. Unggah/Edit Dokumen SAKIP 

Dokumen-dokumen yang telah disahkan (tanda tangan dan stempel) untuk diunggah 

melalui aplikasi adalah sebagai berikut: 

 

- Dokumen IKU (SK Penetapan IKU dan lampiran matrik IKU) 

- Dokumen Renstra 



13  

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan 

- Dokumen Perjanjian Kerja Tahunan ( Pernyataan Ketua Pengadilan dan Ketua 

Pengadilan Tinggi) 

- Dokumen LKjIP) 

- Dokumen Rencana Aksi 

 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk proses unggah dokumen-dokumen tersebut: 

 

1. Untuk melakukan proses edit dan unggah dokumen sesuai dengan Tahun yang 

diinginkan, klik dropdown list yang ada seperti pada gambar dibawah ini dan pilih 

tahun yang diinginkan. 

 

Gambar 22. Dropdown List Tahun Dokumen 

 

2. Untuk  melakukan  proses  unggah  dokumen, klik Tombol Edit seperti pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 23. Tombol Edit Komponen SAKIP 

3. Setelah Tombol Edit diklik, maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 24. Tampilan Penyuntingan Komponen SAKIP 

Catatan: Dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang akan diunggah merupakan 

dokumen LHE yang dievaluasi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. 

 

4. Klik Tombol Choose File untuk memilih file yang akan diupload. File 

yang harus diupload merupakan File scan dengan format PDF. 
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Gambar 25. Unggah Dokumen SAKIP 

5. Pilih file-file berikut ini; 

a. File Scan dokumen PDF LKJiP [tahun sebelum tahun berjalan] 

b. File Scan dokumen PDF LHE [tahun sebelum tahun berjalan] 

c. File Scan dokumen PDF Rencana Aksi [tahun berjalan] 

d. File Scan dokumen PDF Indikator Kinerja Utama (IKU) 

e. File Scan dokumen PDF Rencana Strategis [5 tahun] 

f. File Scan dokumen PDF Rencana Kinerja [tahun berjalan] 

g. File Scan dokumen PDF Perjanjian Kinerja [tahun berjalan] 

 

 

Klik Tombol Simpan Data untuk melakukan proses upload file, atau 

pilih    Batal untuk membatalkan proses upload file seperti pada gambar 

dibawah ini. 

Gambar 26. Proses Simpan Data 

6. Apabila Tombol Simpan Data telah diklik, File akan disimpan, dan tampilan akan 

kembali pada Langkah 2. 
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C. Unduh Dokumen SAKIP 

1. Proses unduh Dokumen SAKIP dapat dilakukan dengan klik Tombol seperti pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 27. Tombol Unduh Dokumen SAKIP 

Setiap Tombol unduh akan mengunduh dokumen sesuai dengan nama yang tertera 

pada Tombol Unduh. 

2. Setelah Klik Tombol Unduh [Nama File], File dalam format PDF akan secara otomatis 

di unduh. 
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2.3. Laporan Realisasi Bulanan 

A. Tampilan Laporan Realisasi Bulanan 

1. Pilih Menu Perencanaan > e-SAKIP > Laporan Realisasi Bulanan 

 

Gambar 28. Laporan Realisasi Bulanan 

2. Tampilan Laporan realisasi Bulanan akan ditampilkan seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 29. Tampilan Laporan Realisasi Bulanan 

Tabel pada tampilan Laporan realisasi bulanan terdiri atas fields berikut ini: 

- Satker/Wilayah 

- 12 Bulan Tahun Berjalan 

Tabel Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja menampilkan data persentase dalam 5 

tombol dengan keterangan warna sebagai berikut: 

 

melebihi target kumulatif 

sesuai target kumulatif 

di bawah target kumulatif 

realisasi nol 

tidak ada laporan 

 

 

3. Untuk menampilkan Laporan Realisasi Bulana sesuai dengan Tahun yang diinginkan, 

pilih Tahu dari dropdown list seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 30. Dropdown List Tahun Laporan Realisasi Bulanan 

 

 

B. Unduh Laporan Realisasi Bulanan 

1. Untuk mengunduh Laporan Realisasi Bulanan, dapat dilakukan dengan klik tombol 

yang ada dibawah bulan. Misalnya; untuk mengunduh Laporan Realisasi Bulan 

Januari, klik Tombol yang ada dibawah Januari seperti pada gambar dibawah. 

 

 

Gambar 31. Tombol Unduh Laporan Realisasi Bulanan 

2. File dalam Format .xlx akan terunduh secara otomatis. Hasil unduhan adalah 

dokumen laporan bulanan perjanjian kinerja. 

3. Lakukan hal yang sama jika ingin mengunduh file pada bulan yang lainnya. 

C. Input Laporan Realisasi Bulanan 

1. Untuk melakukan proses penginputan Laporan Realisasi Bulanan, klik tombol Edit 

yang ada pada kolom paling akhir seperti pada Gambar berikut. 

 

Gambar 32. Edit Laporan Realisasi Bulanan 

2. Tampilan halaman penyuntingan Laporan Realisasi Bulanan dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 33. Form Edit Laporan Realisasi Bulanan 

 

Catatan: Indikator kinerja yang tampil diatas merupakan Indikator kinerja yang telah 

dipilih oleh satuan kerja pada proses 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator, pada sub 

proses B. Tambah Target Indikator. Apabila indikator tidak ditambahkan pada proses 

tambah target indikator, maka pada penginputan realisasi bulanan indikator tidak 

akan muncul. 

3. Untuk mengedit Laporan bulanan sesuai bulan yang diinginkan, pilik dan klik daftar 

Bulan pada dropdown list seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 34. Dropdown List Bulan Laporan Realisasi Bulanan 

4. Isi Jumlah realisasi pada kolom yang tersedia seperti pada gambar dibawah ini. 

Gambar 35. Field Realisasi 

 

Apabila kedua kolom telah diisi, maka perhitungan Persentase pada Realisasinya 

akan diupdate dan dihitung secara otomatis. 

 

5. Klik Tombol Simpan Data jika perubahan telah benar dan selesai 

dilakukan, atau klik Tombol  Batal jika perubahan batal dilakukan. 

 

 

 

Gambar 36. Tombol Simpan Data Laporan Realisasi Bulanan 
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2.4. Monitoring Perjanjian Kinerja 

A. Tampilan Monitoring Perjanjian Kinerja 

1. Pilih Menu Perencanaan > e-SAKIP > Monitoring Perjanjian Kinerja. 

 

Gambar 37. Monitoring Perjanjian Kinerja 

2. Tampilan Monitoring Perjanjian Kinerja akan ditampilkan seperti pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 38. Tampilan Monitoring Perjanjian Kinerja 

Tabel pada tampilan monitoring perjanjian Kinerja terdiri atas fields berikut ini: 

- Satker/Wilayah 

- Triwulan I 

- Triwulan II 

- Triwulan III 

- Triwulan IV 

Tabel monitoring perjanjian Kinerja menampilkan data persentase dalam 5 tombol 

dengan keterangan warna sebagai berikut: 

 

melebihi target kumulatif 

sesuai target kumulatif 

di bawah target kumulatif 

realisasi nol 

tidak ada laporan 

 

 

3. Untuk menampilkan Monitoring Perjanjian Kinerja sesuai dengan Tahun yang 

diinginkan, pilih Tahun dari dropdown list seperti pada Gambar dibawah ini. 
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Gambar 39. Dropdown List Tahun Monitoring Perjanjian Kinerja 

 

 

B. Unduh Monitoring Perjanjian Kinerja 

1. Untuk mengunduh Monitoring Perjanjian Kinerja, dapat dilakukan dengan klik 

tombol yang ada dibawah Triwulan. Misalnya; untuk mengunduh Monitoring 

Perjanjian Kinerja Triwulan I, klik Tombol yang ada dibawah Triwulan I seperti pada 

gambar dibawah. 

 
Gambar 40. Unduh Monitoring Perjanjian Kinerja Per Triwulan 

2. File dalam Format ZIP akan terunduh secara otomatis. Dokumen yang ada di dalam 

hasil unduhan adalah: 

- Laporan Triwulan Perjanjian Kinerja 

(01_laporan_triwulan_perjanjian_kinerja.docx) 

- Penjelasan Triwulan Perjanjian Kinerja 

(02_penjelasan_triwulan_perjanjian_kinerja.docx) 

3. Lakukan hal yang sama jika ingin mengunduh file pada Triwulan yang lainnya. 
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[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@Tujuan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
Asri Isbandiyah Hadi


[@Tembusan]
[@Tembusan]
[@Tembusan]


Lampiran I

Surat Kepala Kanwil DJPb Prov. Jateng

Nomor S- 430/WPB.14/2020

Tanggal     04  Maret 2020

NO
KODE 

SATKER

1 005524

2 005641

3 019060

4 019191

5 039549

6 039574

7 097929

8 098040

9 308496

10 308501

11 308543

12 401030

13 401107

14 403534

15 404812

16 405007

17 417281

18 417290

19 417301

20 417372

21 417388

22 430116

23 432515

24 537213

25 553938

26 573102

27 573116

28 615029

29 643386

30 643660

31 648826

32 652340

33 653551

34 657427

35 657452

DATA SATKER KPPN BANJARNEGARA (164)

KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO

KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

BADAN PUSAT STATISTIK KAB. WONOSOBO

BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANJARNEGARA

NAMA SATKER

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO

PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOSOBO KAB. WONOSOBO

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 WONOSOBO KAB. WONOSOBO

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANJARNEGARA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 WONOSOBO KAB. WONOSOBO

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KALIBEBER WONOSOBO KAB. WONOSOBO

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOSOBO

RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA

RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSOBO

KPPN BANJARNEGARA PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJARNEGARA

KANTOR PERTANAHAN KAB. WONOSOBO

KPU KABUPATEN WONOSOBO

KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BANJARNEGARA

KANTOR IMIGRASI KELAS II WONOSOBO

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA

POLRES WONOSOBO

POLRES BANJARNEGARA

STASIUN GEOFISIKA BANJARNEGARA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAKIT KAB. BANJARNEGARA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANJARNEGARAKAB. BANJARNEGARA
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Definisi Revisi, Ruang Lingkup dan Jenis Revisi Anggaran

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah 
ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2020 dan disahkan 
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020

Revisi Anggaran dalam hal Pagu 
Anggaran berubah

Revisi Anggaran dalam hal Pagu 
Anggaran tetap

Revisi Administrasi
Jenis Revisi Anggaran

1



Pembagian Kewenangan Revisi Anggaran

4

Kewenangan Revisi Anggaran

DJADPR KPA Satker

Dit PA Kanwil DJPb

2



Ketentuan Baru Dalam PMK 210/PMK.02/2019 
Terkait Kewenangan DJPb ________________ (1/4)

5

Pemenuhan belanja operasional

Dit. PA - DJPb

1. pergeseran antarkomponen dalam output layanan perkantoran (994) dalam 1 
Satker yang sama dan/atau antar-Satker.

2. Pergeseran anggaran Belanja Non-Operasional ke Belanja Operasional pada 
1 Satker dan/atau antar-Satker.

1. pergeseran antarakun dalam komponen 001 dalam keluaran (output) 
layanan perkantoran pada 1 Satker dan/atau antar-Satker pada 1 Kanwil 
DJPb

2. pergeseran antarakun belanja barang dalam komponen 002 antar-Satker 
pada 1 Kanwil DJPb.

 Pergeseran antarakun dalam komponen 001 selain yang berasal dari gaji 
pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji, atau 

 Pergeseran antarakun dalam komponen 002 pada keluaran (output) layanan 
perkantoran

KPA Satker

Kanwil DJPb

Komponen 001

Satker A – Kanwil I

Akun 51
- Detil 1
- Detil 2

Satker B – Kanwil II

Komponen 002

Akun 52
- Detil 1
- Detil 2

Komponen 001

Komponen 002

Usulan Revisi B.Operasional ke Dit. PA - DJPb

RM

RM

RM

RM

Akun 51
- Detil 1
- Detil 2

Akun 52
- Detil 1
- Detil 2

Belanja Operasional

Belanja Non Operasional

Output 994 Lay. Perkantoran

Output xxx teknis

1 1

2

Output 994 Lay. Perkantoran

Output xxx teknis

Komponen 001

Satker A – Kanwil I

Akun 51
- Detil 1
- Detil 2

Satker B – Kanwil I

Komponen 002

Komponen 001

Komponen 002

Usulan Revisi B.Operasional ke Kanwil DJPb

RM

RM

RM

RM

Akun 51
- Detil 1
- Detil 2

Output 994 Lay. Perkantoran

1
1

Output 994 Lay. Perkantoran

2

2

3



6

Optimalisasi Sisa Kontraktual/Swakelola

Optimalisasi dari sisa output PN:
1. harus disertai dengan Persetujuan Pejabat Eselon I, dan 
2. pernyataan KPA bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan (untuk 

kegiatan swakelola) dan output PN telah tercapai. 

Optimalisasi untuk menambah volume komponen pada output Layanan 
Sarana dan Prasarana Internal (Kewenangan Dit.PA)

Batasan Pergeseran anggaran antar Output

Batasan 10% Pergeseran anggaran antar output dihapus

Dit. PA – DJPb & Kanwil

Dit. PA 

Ketentuan Baru Dalam PMK 210/PMK.02/2019 
Terkait Kewenangan DJPb ________________ (2/4)3



7

Pengesahan PHLN yang sudah closing date

1. Perubahan Pagu untuk Pengesahan atas Pengeluaran Tahun-Tahun 
Sebelumnya yang Dananya Bersumber Dari PHLN, termasuk yang 
telah closing date

2. Bersifat administratif 
3. Menambah Pagu Anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2020, 

tetapi tidak menjadi dasar alokasi anggaran tahun berikutnya 
apabila sudah closing date

Pergeseran anggaran satker BLU

1. Revisi anggaran belanja yang bersumber dari PNBP pada Satker 
BLU dapat dilakukan antar jenis belanja.

2. Penetapan status pengelolaan BLU

Ralat kode akun

1. ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi 
sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama, termasuk 
yang mengakibatkan perubahan jenis belanja:

2. Dalam pengajuan usulan revisi ralat kode akun dalam rangka 
penerapan kebijakan akuntansi yang mengakibatkan perubahan 
jenis belanja, usulan revisi administrasi dilengkapi dengan Surat 
Persetujuan Pejabat Eselon I. 

Perubahan rencana penarikan dana dan/atau rencana penerimaan 
dalam halaman III DIPA sepanjang tidak mengubah nilai total 
penerimaan Satker dalam 1 (satu) tahun.

Ralat Rencana Penarikan/Penerimaan pada Halaman III DIPA

Dit. PA - DJPb

Kanwil DJPb

Ketentuan Baru Dalam PMK 210/PMK.02/2019 
Terkait Kewenangan DJPb ________________ (3/4)3



8

Revisi POK kewenangan KPA

1. Pergeseran anggaran antarakun dan/atau antarkomponen pada 1 
output yang sama dalam satuan kerja yang sama sepanjang tidak 
mengubah satuan dan volume keluaran (output), jenis belanja, dan 
sumber dana

2. Pergeseran antarakun dalam komponen 001 selain yang berasal 
dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau 
komponen 002 pada output Layanan Perkantoran; dan/atau

3. Pergeseran anggaran antarakun dan/atau antarkomponen pada 1 
output Prioritas Nasional

4. Khusus pergeseran anggaran dari akun gaji dan tunjangan 
melekat pada gaji ke akun lain di luar gaji dan tunjangan 
melekat pada gaji dalam komponen 001, revisi POK yang 
dilakukan oleh KPA harus mendapatkan pengesahan dari 
Kanwil DJPb dilampiri dengan Surat Persetujuan Pejabat 
Eselon I

Komponen 001

Satker A

Akun 51
- 511111 
- 511119
- 511121 
- 511122 
- 511123
- 511125 
- 511126 
- 511151  
- 511129 
- 512211
- 512411

Komponen 002

Revisi POK

RM RM

Output 994 Lay. Perkantoran

2

3

Akun 52
- 521111 
- 521115 

521119 
- 521211 
- 522111 
- 523111

Output xxx teknis

Akun 52
- 521211  
- 52181i
- 524111 
- 524113 

1

Output xxx teknis (PN)

Akun 52
- 521211  
- 52181i
- 524111 
- 524113 

2

4

Ketentuan Baru Dalam PMK 210/PMK.02/2019 
Terkait Kewenangan DJPb ___________ (4/4)3



Batasan Revisi Anggaran

Alokasi Anggaran – tidak mengakibatkan pengurangan 
alokasi anggaran

9

Target Kinerja– tidak mengubah target kinerja

belanja pegawai Satker kecuali untuk memenuhi kebutuhan belanja 
pegawai Satker yang lain

pembayaran berbagai tunggakan

Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih 
berlanjut (on-going)

paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan 
dananya sehingga dananya menjadi minus

tidak mengubah sasaran Kegiatan

tidak mengubah jenis dan satuan keluaran (output)

tidak mengubah keluaran (output) yang sudah direalisasikan

4



KEWENANGAN 

REVISI DIPA
• Dalam satu keluaran (output);
• Tidak mengakibatkan perubahan jenis

belanja;
• Tidak mengubah sumber dana;
• Tidak berdampak pada penurunan volume

output;
• Ditetapkan oleh KPA;
• Tidak mengubah DIPA dan Digital Stamp;
• Dalam satu Satker.

KPA
• Dalam satu program;
• Antarjenis belanja hanya untuk

pergeseran anggaran PNBP pada BLU;
• Tidak mengubah sumber dana;
• Tidak berdampak pada penurunan

volume output secara total;
• Diusulkan oleh KPA;
• Berupa pengesahan; dan
• Antar-Satker dalam satu Kanwil DJPB.

Kanwil DJPB

• Dalam satu atau antar-Program;
• Antarjenis belanja kecuali dalam rangka

pemenuhan belanja operasional dan
PNBP pada Satker BLU;

• Antarsumber dana;
• Berdampak pada Penurunan volume

output secara total;
• Diusulkan oleh Pejabat Eselon I;
• Membutuhkan penelaahan.

DJA • Dalam satu program;
• Antarjenis belanja hanya dalam

rangka pemenuhan belanja
operasional ;

• Tidak mengubah sumber dana;
• Tidak berdampak pada penurunan

volume output secara total;
• Diusulkan oleh Pejabat Eselon I;
• Berupa pengesahan; dan
• Antar-Satker antar-Kanwil DJPB,

termasuk Satker perwakilan di luar
negeri

Direktorat PAKetentuan Umum Revisi Anggaran



11

Pengesahan Revisi
Kewenangan 
Dit. Pelaksanaan Anggaran

5



Kewenangan Revisi Anggaran Kewenangan Pada Dit PA-DJPb

12

Memenuhi kebutuhan operasional Memenuhi kebutuhan selisih kurs

Penyelesaian tunggakan tahun 2019

Revisi anggaran dalam hal pagu 
anggaran tetap lainnya

Kegiatan rangka tugas pembantuan dan 
urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi

Penggunaan sisa anggaran kontraktual 
atau sisa anggaran swakelola

Penyelesaian pagu minus

Revisi administrasi memerlukan 
persetujuan pejabat Eselon I

Pengesahan Kegiatan/ (output) tahun-tahun 
sebelumnya yang dananya bersumber dari 
PHLN, termasuk yang telah closing date



Kewenangan Revisi Anggaran Kewenangan Pada Dit PA-DJPb

13

Memenuhi kebutuhan operasional

Pergeseran anggaran Belanja Non-Operasional untuk
memenuhi kebutuhan alokasi Belanja Operasional pada 1 
Satker dan/atau antar-Satker sepanjang: 
a. alokasi Belanja Operasional dalam 1 Program yang 

sama tidak mencukupi dinyatakan dalam Surat 
Persetujuan Pejabat Eselon I; 

b. tidak berdampak pada penurunan volume keluaran
(output) termasuk volume komponen
pembangunan/renovasi gedung/bangunan dan 
pengadaan kendaraan bermotor yang dinyatakan
dengan surat pernyataan KPA. 

Apabila pemenuhan kekurangan belanja pegawai di
satker lain dipenuhi dari gaji pokok dan tunjangan
yang melekat pada gaji, disertai surat pernyataan
dari Eselon I yang menyatakan:

1. Pagu anggaran gaji pokok dan tunjangan yang
melekat pada gaji di satker yang alokasi
anggarannya akan digeser ke satker lain
berlebih;

2. Usul revisi tidak akan mengakibatkan pagu
minus gaji pokok dan tunjangan yang melekat
pada gaji; dan

3. Usul revisi dilakukan setelah pembayaran gaji
dan tunjangan yang melekat pada gaji bulan
Oktober tahun 2020.

Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan 
belanja operasional tidak diperkenankan mengubah 

sumber dana, misalnya dari PNBP ke Rupiah Murni 
atau sebaliknya.

1

5

4

3

2

Pergeseran anggaran antarakun dalam 1 komponen
dalam keluaran (output) layanan perkantoran antar-
Satker antar-Kanwil DJPB.

Pergeseran anggaran antarkomponen dalam
keluaran (output) layanan perkantoran dalam 1
Satker yang sama dan/atau antar-Satker.



Kewenangan Revisi Anggaran Kewenangan Pada Dit PA-DJPb

14

Memenuhi Memenuhi kebutuhan selisih kurs

Pergeseran anggaran anggaran yang bersumber dari rupiah murni karena adanya kekurangan alokasi 
anggaran untuk pembayaran belanja operasional satker perwakilan di luar negeri, pembayaran 
sebuah kontrak dalam valuta asing, belanja hibah luar negeri, atau sebagai akibat adanya selisih kurs

Ketentuan melakukan pergeseran anggaran tersebut:

1. Merupakan selisih antara kurs yang digunakan dalam APBN/APBN-P TA 2020 dengan kurs pada
saat transaksi dilakukan;

2. Selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;

3. Paling tinggi sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs;

4. Menggunakan alokasi anggaran K/L yang bersangkutan;

5. Tidak berdampak pada penurunan volume keluaran (output) termasuk volume komponen
pembangunan/renovasi gedung/bangunan dan pengadaan kendaraan bermotor pada
keluaran (output) layanan sarana dan prasarana internal.

1

2



Kewenangan Revisi Anggaran Kewenangan Pada Dit PA-DJPb

15

Penyelesaian tunggakan tahun 2019

Tunggakan adalah tagihan atas pekerjaan/penugasan yang telah diselesaikan tahun sebelumnya tetapi belum dibayarkan 
sampai dengan berakhirnya TA 2019.

Kriteria melakukan pergeseran anggaran tersebut:
1. Merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun 2019;
2. Pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun 2019;
3. Apabila alokasi anggaran untuk peruntukkan akun yang sama dalam DIPA TA 2020 tidak cukup tersedia atau 

tidak ada akunnya, maka perlu dilakukan revisi DIPA.

Ketentuan revisi anggaran:
1. Tidak mengurangi volume keluaran (output) dalam DIPA;
2. Tiap-tiap tunggakan dicantumkan dalam catatan terpisah per akun dalam halaman IV.B DIPA;
3. Untuk jumlah tunggakan per tagihan nilainya:

 Sampai dengan Rp200 juta dilampiri surat pernyataan KPA
 Diatas Rp200 juta sampai dengan Rp2 miliar dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L
 Diatas Rp2 miliar dilampiri hasil verifikasi dari BPKP

4. Disertai dengan surat persetujuan pejabat Eselon I penanggung jawab program.

01

02

03



Kewenangan Revisi Anggaran Kewenangan Pada Dit PA-DJPb

16

Kegiatan rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi

Pergeseran anggaran antar-Satker Perangkat Daerah, antar-Kegiatan dalam rangka TP, UB, 
dan/atau DK

Ketentuan revisi anggaran:
1. Tidak terjadi perubahan kewenangan (misal dari TP->UB atau UB->DK);
2. Target dan satuan volume keluaran (output) tetap;
3. Tidak berdampak pada penurunan volume keluaran (output); dan
4. Diajukan oleh eselon I yang memberikan penugasan.

1

2



Kewenangan Revisi Anggaran Kewenangan Pada Dit PA-DJPb

17

Penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola

Sisa anggaran terjadi:
1. Kegiatan kontraktual setelah lelang pengadaan barang/jasa selesai dan nilai kontrak 

lebih rendah dari pagu dalam DIPA serta dijamin volume keluaran (output) tercapai; 
atau

2. Kegiatan swakelola Setelah kegiatan selesai dilakukan dan volume keluaran (output) 
telah tercapai.

Sisa anggaran kontraktual/swakelola tidak diperkenankan untuk:
1. Menambah pagu belanja perjalanan dinas, rapat konsinyering, seminar, dan honor 

kegiatan.
2. Membiayai kegiatan dengan jenis belanja yang berbeda.

01

02



Kewenangan Revisi Anggaran Kewenangan Pada Dit PA-DJPb

18

Penyelesaian pagu minus

Penyelesaian pagu minus yang menjadi kewenangan Dit. PA adalah usulan revisi pagu minus belanja 
pegawai tahun 2019 dan 2020.

Ketentuan penyelesaian usulan revisi pagu minus belanja pegawai tahun 2019:
1. Pagu minus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA;
2. Penyelesaian pagu minus tersebut merupakan penyesuaian administratif;
3. Pergeseran anggaran antar-satker dan antar-Kanwil DJPb sepanjang dalam 1 jenis belanja yang 

sama atau antarjenis belanja dalam 1 Program yang sama;
4. Batas akhir penyelesaian pagu minus mengikuti batas akhir penyusunan LKPP Tahun 2019.

Ketentuan penyelesaian usulan revisi pagu minus belanja pegawai tahun 2020:
1. Pergeseran anggaran antar-satker dan antar-Kanwil DJPb sepanjang dalam 1 jenis belanja yang 

sama atau antarjenis belanja dalam 1 Program yang sama;
2. Pagu minus harus segera diselesaikan melalui revisi reguler, tanpa menunggu berakhirnya 

TA 2020.

1

2

3



Kewenangan Revisi Anggaran Kewenangan Pada Dit PA-DJPb

19

Pengesahan PHLN, termasuk yang telah closing date

Dit. PA dapat memproses usul revisi terkait pengesahan atas pengeluaran kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya 
yang bersumber dana PHLN dengan mekanisme PL atau LC, dengan ketentuan:

1. Usul revisi pengesahan untuk menerbitkan SP3 atas penarikan PHLN tahun-tahun sebelumnya, sepanjang:
a. PHLN telah dilakukan;
b. Belanja K/L sudah direalisasikan;
c. Utang pemerintah telah diakui; dan
d. Notice of disbursement (NoD) telah diterima.

2. Mekanisme revisi DIPA:
a. Usulan dari unit eselon I K/L
b. Pengeluaran dituangkan dalam keluaran (output) yang sudah tercantum dalam DIPA tahun berjalan dan diberi 

catatan akun “dalam rangka pengesahan”

Dokumen pendukung usulan revisi anggaran:
1. Copy NoD atau dokumen yang dipersamakan
2. Copy R/K dalam hal NoD belum diterbitkan
3. Surat pernyataan Pejabat Unit Eselon I yang menyatakan PHLN telah closing date
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Revisi anggaran pagu anggaran tetap lainnya

01

02

03

04

05

Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program 
antar-Satker antar-Kanwil DJPb yang berbeda;

Tidak berdampak pada penurunan volume 
keluaran (output) secara total termasuk
volume komponen pembangunan/renovasi
gedung/bangunan dan pengadaan
kendaraan bermotor pada output layanan
sarana dan prasarana internal;

Disampaikan oleh Pejabat Eselon I 
penanggung jawab program; 

Berupa pengesahan, sehingga tidak
memerlukan penelaahan;

Tidak mengubah sumber dana
(TIDAK BOLEH : RM  PNBP, 
atau PNBP RM);

Tidak mengakibatkan perubahan jenis belanja
kecuali Revisi Anggaran dalam rangka
pemenuhan Belanja Operasional;

06
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Revisi Administrasi

Revisi administrasi dapat berupa ralat karena kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang 
tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi.

Revisi Administrasi:
1. Perubahan/penambahan nomor register pinjaman/hibah luar negeri;
2. Perubahan/penambahan nomor register SBSN;
3. Perubahan/penambahan cara penarikan PHLN, PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman;
4. Perubahan/penambahan cara penarikan SBSN;
5. Pencantuman/perubahan/penghapusan catatan halaman IV.B DIPA;
6. Revisi administrasi lainnya sepanjang tidak menyebabkan pencetakan ulang DIPA:

a. Ralat kode KPPN sepanjang DIPA belum direalisasikan
b. ralat kode kewenangan
c. ralat volume, jenis, dan satuan keluaran (output) yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau hasil 

kesepakatan DPR dengan Pemerintah
d. perubahan pejabat perbendaharaan
e. ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi 

RKA-K/L DIPA
f. kesalahan pencantuman kantor bayar (KPPN)
g. kesalahan pencantuman kode lokasi
h. kesalahan pencantuman sumber dana
i. terlanjur memberikan approval /persetujuan revisi
j. tidak tercantumnya catatan pada halaman IV DIPA
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Pengesahan Revisi
Kewenangan 
Kanwil DJPb

6
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Lanjutan kegiatan dengan sumber dana 
dari PHLN dan PHDN selain Pemberian 

Pinjaman/Hibah 

Perubahan anggaran belanja yang 
bersumber dari PNBP

Pergeseran anggaran dalam rangka 
memenuhi kebutuhan selisih kurs

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran 
tetap lainnya

Penambahan/pengurangan penerimaan hibah 
langsung, kecuali keluaran PN yang dibiayai 
dengan hibah

Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi 
kebutuhan belanja operasional satker

Penyelesaian pagu minus

Revisi administrasi

Penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa 
anggaran swakelola

Kegiatan rangka tugas pembantuan 
dan urusan bersama, dan/atau 

dekonsentrasi
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Lanjutan kegiatan dengan sumber dana dari PHLN dan PHDN selain Pemberian Pinjaman/Hibah 

Revisi anggaran berkaitan dengan lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang 

dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN dan bersifat menambah anggaran untuk 
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019

Ketentuan revisi anggaran:

1. PHLN dan/atau PHDN belum closing date;

2. Telah dialokasikan pada satker yang sama pada tahun-tahun sebelumnya;

3. Menggunakan sumber dana dan kode register yang sama; dan

4. Tidak menambah alokasi Rupiah Murni dan Rupiah Murni Pendamping yang bersumber 
dari APBN.

TIDAK TERMASUK :

1. Pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN tahun anggaran 2019;

2. Pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek 
tahun jamak.

01

02

03

Dokumen pendukung usulan revisi anggaran:
Daftar Sisa PHLN/PHDN sesuai format yang diatur dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-2/PB/2020
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Penambahan/pengurangan penerimaan hibah langsung

Tidak termasuk, keluaran (output) Prioritas Nasional yang dibiayai dari hibah langsung.

Apabila hibah langsung yang telah ditambahkan dalam DIPA, namun hibah yang direalisasikan 
lebih kecil atau terdapat pengembalian hibah kepada pemberi hibah, maka dapat dilakukan revisi 
pengurangan pagu DIPA.

1

2

3

Penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah UU 
APBN/APBN P 2020 ditetapkan.

Termasuk hibah langsung dalam bentuk uang dari pemberi hibah luar negeri untuk 

penanggulangan bencana alam di Sulawesi Tengah.

4

Dokumen pendukung usulan revisi anggaran:
Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah sesuai format yang diatur dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-2/PB/2020
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Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP

Revisi anggaran yang dapat dilakukan:
1. Revisi anggaran dalam 1 satker pengguna PNBP baik yang terpusat dan tidak terpusat

2. Penggunaan kelebihan atas target PNBP fungsional yang direncanakan dalam APBN/APBN-P 

2020, untuk satker pengguna PNBP yang tidak terpusat Dalam 1 Program yang sama dan tidak 
melampaui batas persetujuan penggunaan PNBP per satker

3. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker 
BLU dan penggunaan saldo satker BLU dari tahun sebelumnya

Revisi anggaran pada satker BLU berupa penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN 
diakibatkan oleh:
1. Penggunaan realisasi APBN tahun berjalan yang melampaui target PNBP tahun berjalan

 Penambahan pagu DIPA petikan dalam ambang batas dan melampaui ambang batas (menambah volume keluaran, 
menambah subkeluaran, dan/atau menambah keluaran baru)

2. Penggunaan saldo satker BLU dari tahun sebelumnya
 Pencantuman saldo awal dan pengunaan saldo awal kas (belanja barang/belanja modal untuk operasional layanan)
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Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional satker

Revisi anggaran yang dapat dilakukan:
1. pergeseran anggaran antarakun belanja pegawai dalam komponen 001 dalam keluaran (output) layanan 

perkantoran yang berasal dari akun gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pada 1 (satu) Satker.
2. pergeseran anggaran antarakun belanja pegawai dalam komponen 001 dalam keluaran (output) layanan 

perkantoran antar-Satker pada 1 (satu) Kanwil DJPB.
3. pergeseran anggaran antarakun belanja barang dalam komponen 002 dalam keluaran (output) layanan 

perkantoran antar-Satker pada 1 (satu) Kanwil DJPB.

Pergeseran anggaran antar-akun belanja pegawai dalam komponen 001 berupa pergeseran anggaran gaji pokok dan 
tunjangan yang melekat pada gaji ke akun lain dalam belanja pegawai:
1. Pagu anggaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji di satker yang alokasi anggarannya akan 

digeser tersebut berlebih;
2. Usul revisi tidak akan mengakibatkan pagu minus gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji; dan
3. Usul revisi dilakukan setelah pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji bulan Oktober 2020

Tidak diperkenankan mengubah sumber dana (misal PNBPRM atau sebaliknya)
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Memenuhi Memenuhi kebutuhan selisih kurs

Pergeseran anggaran anggaran yang bersumber dari rupiah murni karena adanya kekurangan alokasi 
anggaran untuk pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing, belanja hibah luar negeri, atau 
sebagai akibat adanya selisih kurs

Ketentuan melakukan pergeseran anggaran tersebut:
1. Merupakan selisih antara kurs yang digunakan dalam APBN/APBN-P TA 2020 dengan kurs pada 

saat transaksi dilakukan;
2. Selisih tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani;
3. Paling tinggi sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs;
4. Menggunakan alokasi anggaran K/L yang bersangkutan.

01

02
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Penyelesaian tunggakan tahun 2019

Tunggakan adalah tagihan atas pekerjaan/penugasan yang telah diselesaikan tahun sebelumnya tetapi 
belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya TA 2018.

Kriteria melakukan pergeseran anggaran tersebut:
1. Merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA 

tahun 2019;
2. Pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun 

2019;
3. Apabila alokasi anggaran untuk peruntukkan akun yang sama dalam DIPA TA 2020 tidak cukup 

tersedia atau tidak ada akunnya, maka perlu dilakukan revisi DIPA.

Ketentuan revisi anggaran:
1. Tidak mengurangi volume keluaran (output) dalam DIPA;
2. Tiap-tiap tunggakan dicantumkan dalam catatan terpisah per akun dalam halaman IV.B DIPA;
3. Untuk jumlah tunggakan per tagihan nilainya:

 Sampai dengan Rp200 juta dilampiri surat pernyataan KPA
 Diatas Rp200 juta sampai dengan Rp2 miliar dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L
 Diatas Rp2 miliar dilampiri hasil verifikasi dari BPKP

4. Disertai dengan surat persetujuan pejabat Eselon I penanggung jawab program.

1

2

3
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Kegiatan rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi

Pergeseran anggaran 1 keluaran (output) yang sama atau antar-keluaran (output) dalam 1 
Satker Perangkat Daerah dalam 1 lokasi yang sama dalam rangka TP, UB, dan/atau DK

Ketentuan revisi anggaran:
1. Tidak terjadi perubahan kewenangan (misal dari TP->UB atau UB->DK);
2. Target dan satuan volume keluaran (output) tetap;
3. Tidak berdampak pada penurunan volume keluaran (output); dan
4. Mendapat persetujuan eselon I yang memberikan penugasan sepanjang pergeseran antar-

keluaran (output).

01

02
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Penggunaan sisa anggaran kontraktual atau sisa anggaran swakelola

Sisa anggaran terjadi:
1. Kegiatan kontraktual setelah lelang pengadaan barang/jasa selesai dan nilai kontrak lebih 

rendah dari pagu dalam DIPA serta dijamin volume keluaran (output) tercapai; atau
2. Kegiatan swakelola  Setelah kegiatan selesai dilakukan dan volume keluaran (output) 

telah tercapai.

Sisa anggaran kontraktual/swakelola tidak diperkenankan untuk:
1. Menambah pagu belanja perjalanan dinas, rapat konsinyering, seminar, dan 

honor kegiatan.
2. Membiayai kegiatan dengan jenis belanja yang berbeda.

01

02
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Penyelesaian pagu minus

Penyelesaian pagu minus yang menjadi kewenangan Kanwil DJPb adalah usulan revisi pagu minus 
belanja pegawai tahun 2019 dan 2020.

Ketentuan penyelesaian usulan revisi pagu minus belanja pegawai tahun 2019:
1. Pagu minus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA;
2. Penyelesaian pagu minus tersebut merupakan penyesuaian administratif;
3. Pergeseran anggaran antar-satker sepanjang dalam 1 jenis belanja yang sama atau antarjenis 

belanja dalam 1 Program yang sama;
4. Batas akhir penyelesaian pagu minus mengikuti batas akhir penyusunan LKPP Tahun 2019.

Ketentuan penyelesaian usulan revisi pagu minus belanja pegawai tahun 2020:
1. Pergeseran anggaran dalam 1 jenis belanja yang sama atau antarjenis belanja dalam 1 

Program yang sama;
2. Pagu minus harus segera diselesaikan melalui revisi reguler, tanpa menunggu berakhirnya 

TA 2020.

02

03

01
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Revisi anggaran pagu anggaran tetap lainnya

Kanwil DJPb dapat memproses usul pergeseran anggaran selain revisi anggaran yang telah disebutkan, dengan 
ketentuan:

1. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program pada 1 (satu) Satker dan/atau antar-Satker pada 1 (satu) 
Kanwil DJPB;

2. Tidak berdampak pada penurunan volume keluaran (output) secara total termasuk volume komponen
pembangunan/renovasi gedung/ bangunan dan pengadaan kendaraan bermotor pada keluaran (output) 
layanan sarana dan prasarana internal;

3. Disampaikan oleh KPA;
4. Berupa pengesahan, sehingga tidak memerlukan penelaahan;

5. Tidak mengubah sumber dana ( TIDAK BOLEH : RM  PNBP, atau PNBP  RM);
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Revisi Administrasi

Revisi administrasi dapat berupa ralat karena kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang 
tidak terkait dengan anggaran, dan/atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi.

Revisi Administrasi karena kesalahan administrasi:
1. Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi;
2. Ralat kode KPPN;
3. Ralat kode lokasi satker dan/atau KPPN;
4. Perubahan rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam Halaman III DIPA sepanjang tidak 

mengubah nilai total pendapatan satker;
5. Ralat cara penarikan PHLN dan PHDN, termasuk penerusan pinjaman;
6. Ralat cara penarikan SBSN;
7. Ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN;
8. Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya aplikasi RKA-K/L DIPA;

Revisi Administrasi karena perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran:
1. Pencantuman/perubahan/penghapusan catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan tunggakan 

tahun 2019;
2. Perubahan kantor bayar sepanjang DIPA belum diterbitkan;
3. Perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan DK dan TP;
4. Perubahan pejabat perbendaharaan

1

2

3



Revisi POK
Kewenangan 
Dit. Pelaksanaan Anggaran



1
Ketentuan Umum

Pergeseran anggaran antar

komponen dalam satu output

dalam satu satker yang sama

Berupa revisi POK & Tidak

mengubah DIPA dan Digital

Stamp

Memperhatikan hasil reviu

APIP atas RKA-K/L tahun

berkenaan

Tidak mengubah jenis dan satuan

output , tidak mengubah volume

otput, tidak mengubah jenis belanja

Revisi anggaran dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan

mengenai petunjuk penyusunan

dan penelaahan RKA-K/L dan

pengesahan DIPA

K
KPA bertanggungjawab atas

keutuhan, keabsahan, keaslian,

serta kebenaran formil dan materil

KPA
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Revisi Anggaran DIPA Petikan
Satker BLU

7



Revisi Anggaran Pada DIPA Petikan Satker BLU

Jenis revisi anggaran BLU:
1. penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN;
2. pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
3. perubahan akibat hal-hal khusus.

Revisi Anggaran Satker BLU

3. Revisi anggaran berupa penggunaan saldo kas BLU diutamakan untuk belanja yang secara langsung 
mendukung/menunjang pemberian layanan BLU.

4. Revisi anggaran berupa penambahan pagu yang disebabkan terlampauinya target PNBP dilakukan secara 
proporsional dengan peningkatan volume layanan.

Ketentuan:
1. Diutamakan dalam rangka penyediaan alokasi untuk peningkatan kapasitas dan kualitas layanan 

BLU.
2. Revisi anggaran berupa perubahan/pergeseran alokasi antar sumber dana diperkenankan 

sepanjang untuk mengubah sumber dana belanja yang semula RM menjadi PNBP BLU.
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Penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN

Revisi Anggaran Satker BLU

Penyebab revisi:
1. Penggunaan realisasi PNBP tahun berjalan yang melampaui target PNBP tahun berjalan
2. Penggunaan saldo awal kas BLU

Revisi meliputi penambahan pagu DIPA Petikan BLU:
1. dalam ambang batas
2. melampaui ambang batas

Tujuan revisi digunakan untuk:
1. menambah volume pada Keluaran, termasuk rincian di bawah Keluaran yang sudah ada
2. menambah Subkeluaran, termasuk rincian di bawah Subkeluaran, pada Keluaran yang 

sudah ada
3. menambah Keluaran baru
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Revisi Anggaran Satker BLU

Penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN

Penggunaan realisasi PNBP tahun berjalan yang melampaui target PNBP tahun berjalan
a. BLU dapat melakukan belanja dalam ambang batas sebelum pengesahan revisi 

DIPA Petikan BLU.
b. BLU dapat melakukan belanja melampaui ambang batas setelah pengesahan revisi 

DIPA Petikan BLU.

Penggunaan saldo awal kas BLU
BLU dapat melakukan belanja yang bersumber dari penggunaan saldo awal kas setelah pengesahan revisi
DIPA Petikan BLU berupa:
a. pencantuman saldo awal; dan
b. penggunaan saldo awal kas.
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Pembayaran tunggakan belanja TAYL dilakukan dengan ketentuan:
a. Dalam rangka kegiatan yang menghasilkan layanan BLU dapat dibayarkan secara langsung tanpa 

memerlukan surat pernyataan dari KPA, verifikasi APIP, atau verifikasi BPKP. 
b. Dalam rangka kegiatan selain yang menghasilkan layanan BLU, mengikuti tata cara penyelesaian 

tunggakan sebagai diatur pada peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara revisi 
anggaran.

Revisi Anggaran Satker BLU

Penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN

Saldo awal kas dapat digunakan untuk belanja diluar ketentuan setelah mendapat 
persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Penggunaan saldo awal kas dilakukan untuk belanja barang dan/atau belanja modal 
dalam rangka operasional layanan, termasuk untuk pembayaran tunggakan belanja TAYL
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Revisi DIPA Petikan BLU dilakukan untuk:
a. menambah volume pada Keluaran, termasuk rincian di bawah Keluaran yang sudah ada
b. menambah Subkeluaran, termasuk rincian di bawah Subkeluaran, pada Keluaran yang 

sudah ada; dan/atau
c. menambah Keluaran baru.

Revisi Anggaran Satker BLU

Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap

Pergeseran anggaran dapat berupa pergeseran:
a. dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
b. antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan/atau
c. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker.
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3. Akibat penerimaan hibah langsung

Revisi Anggaran Satker BLU

Perubahan akibat hal-hal khusus
Jenis revisi:

1. Pencantuman saldo awal kas
a. Revisi pencantuman saldo awal kas BLU tidak mempengaruhi target PNBP BLU tahun berjalan
b. Saldo awal kas BLU adalah sebesar saldo akhir kas BLU pada triwulan IV tahun anggaran lalu yang 

tercantum SP2B BLU berdasarkan hasil konfirmasi dari KPPN

2. Penggunaan saldo awal kas dalam rangka mismatch
a. BLU dapat menggunakan saldo awal dalam rangka mismatch apabila realisasi PNBP BLU tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU.
b. Penggunaan saldo awal kas tidak untuk menambah pagu belanja
c. Dalam hal saldo awal kas yang digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBP tahun berjalan 

tidak tercapai, BLU mengajukan revisi anggaran.
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Revisi Anggaran Satker BLU

Revisi DIPA Penetapan Satker BLU

1. Satker yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLU melakukan revisi DIPA 
berupa perubahan status satker menjadi satker BLU.

2. Besaran Ambang Batas ditetapkan berdasarkan usulan BLU dengan mempertimbangkan fluktuasi 
Kegiatan operasional BLU selama 2 (dua) tahun terakhir dan realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan.

3. Dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan 
Keuangan BLU
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Batas Penerimaan 
Usul Revisi Anggaran

6

42

30 April 2020

30 Nov 2020 

28 Des 2020 

2 HK sebelum
SP3B terakhir

18 Des 2020 31 Des 2020

1. Revisi DIPA Kewenangan Dit. PA dan Kanwil DJPb
2. Revisi DIPA Petikan BLU:
 Penambahan pagu melampaui ambang batas
 Penambahan pagu dari penggunaan saldo

awal kas BLU
 Pergeseran antarKeluaran antarKegiatan

dalam hal pagu tetap
 Perubahan status satker BLU Bertahap

menjadi BLU Penuh

1. Revisi Pencantuman Hibah Langsung
2. Revisi dalam rangka pengesahan

kegiatan/keluaran PHLN
3. Pemutakhiran POK ke Kanwil DJPb

atas revisi yang dilakukan KPA

Revisi DIPA Petikan BLU 
pencantuman Saldo Awal

Penggunaan kelebihan
realisasi atas target PNBP 
Satker tidak terpusat

Penyelesaian Pagu Minus 
Belanja Pegawai TA 2020

Revisi DIPA Petikan BLU :
1. Penambahan pagu dalam ambang batas
2. Penggunaan saldo awal kas dalam rangka

Mismatch
3. Penambahan pagu akibat penerimaan

hibah langsung

8



Alur Proses Revisi



Warna :
Abu      : Tahap Yang di 
proses
Biru     : Tahap Sedang 
di Proses
Hijau    : Tahap Selesai 
Proses (Diterima)
Merah : Tahap Selesai 
Proses (Dikembalikan / 
diTolak)



Permohonan Revisi

Tema Revisi :  
1. Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu

Tetap
2. Revisi Anggaran Dalam Hal pagu

Berubah
3. Revisi Anggaran yang sumber

dananya dari PNBP BLU
4. Revisi Administrasi

Mekanisme Revisi:
1. Pergeseran antar keluaran, 1 

kegiatan, 1 satker
2. Pergeseran dalam 1 keluaran, 1 

kegaiatan, 1 satker
3. Revisi kesalahan administrasi
4. Perubahan Pejabat

Perbendaharaan
5. Ralat Rencana Penarikan Dana 

(Halaman III DIPA) dll
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Permohonan
Pemutakhiran data 

POK



Terima Kasih

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 
PROVINSI JAWA TENGAH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JL. PEMUDA NO. 2, SEMARANG 50138; TELEPON (024) 3555852, 3515989;
FAKSIMILE (024) 3544255, 3545877; SUREL KANWIL.JATENG@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN 

WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/JATENG

Nomor : S-430/WPB.14/2020 04 Maret 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Undangan Sosialisasi

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Banjarnegara
(daftar terlampir)

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tanggal 31 Desember

2019 hal Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan mengingat pentingnya

peningkatan kinerja anggaran Tahun Anggaran 2020, kami akan melakukan kegiatan

Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 serta Langkah-langkah

Stategis Dalam menghadapi Tahun Anggaran 2020 yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa/10 Maret 2020

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai (Registrasi : 08.00 - 09.00 WIB)

Tempat : Aula KPPN Purwokerto

Jalan D.I. Panjaitan Nomor 62 Purwokerto

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menugaskan 1 (satu)

orang pejabat/pegawai pengelola penganggaran satker untuk mengikuti kegiatan tersebut. Guna

efektifitas pelaksanaan kegiatan, peserta diharapkan membawa laptop yang dilengkapi kuota

internet dan baterai secara memadai.

Demikian disampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih

Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan Provinsi 
Jawa Tengah

Ditandatangani secara elektronik
Asri Isbandiyah Hadi
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[@Tembusan]
[@Tembusan]
[@Tembusan]


Lampiran I

Surat Kepala Kanwil DJPb Prov. Jateng

Nomor S- 430/WPB.14/2020

Tanggal     04  Maret 2020

NO
KODE 

SATKER

1 005524

2 005641

3 019060

4 019191

5 039549

6 039574

7 097929

8 098040

9 308496

10 308501

11 308543

12 401030

13 401107

14 403534

15 404812

16 405007

17 417281

18 417290

19 417301

20 417372

21 417388

22 430116

23 432515

24 537213

25 553938

26 573102

27 573116

28 615029

29 643386

30 643660

31 648826

32 652340

33 653551

34 657427

35 657452

DATA SATKER KPPN BANJARNEGARA (164)

KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO

KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA

BADAN PUSAT STATISTIK KAB. WONOSOBO

BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANJARNEGARA

NAMA SATKER

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN WONOSOBO

PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 WONOSOBO KAB. WONOSOBO

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 WONOSOBO KAB. WONOSOBO

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BANJARNEGARA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 WONOSOBO KAB. WONOSOBO

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KALIBEBER WONOSOBO KAB. WONOSOBO

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. WONOSOBO

RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA

RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSOBO

KPPN BANJARNEGARA PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJARNEGARA

KANTOR PERTANAHAN KAB. WONOSOBO

KPU KABUPATEN WONOSOBO

KPU KABUPATEN BANJARNEGARA

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BANJARNEGARA

KANTOR IMIGRASI KELAS II WONOSOBO

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA

POLRES WONOSOBO

POLRES BANJARNEGARA

STASIUN GEOFISIKA BANJARNEGARA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 BANJARNEGARA KAB. BANJARNEGARA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI RAKIT KAB. BANJARNEGARA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANJARNEGARAKAB. BANJARNEGARA
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USER MANUAL E-SAKIP 

 

 

E-SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sistem ini 

merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan 

kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan di lingkungan 

Mahkamah Agung RI. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penginputan e-SAKIP adalah sebagai berikut; 

A. IKU 

1. Pilih indikator kinerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang satuan kerja; 

2. Menetapkan target pada setiap indikator kinerja; 

3. Mencetak matrik indikator kinerja yang telah dipilih; 

4. Membuat surat keputusan Ketua tentang penetapan reviu indikator kinerja utama 

yang ditanda tangani oleh Ketua dan stempel satuan kerja, serta dilampirkan matrik 

IKU. 

5. Dokumen IKU dibuat dalam format PDF dan diunggah kembali kedalam aplikasi; 

B. Renstra 

1. Didalam aplikasi e-SAKIP, renstra hanya memuat matrik renstra saja; 

2. Matrik renstra secara otomatis akan terisi sasaran strategis dan indikator kinerja serta 

target; 

3. Mencetak matrik renstra; 

4. Membuat dokumen renstra yang dilampirkan dengan matrik renstra serta 

ditandatangani oleh Ketua dan stempel satuan kerja; 

5. Dokumen renstra dibuat dalam format PDF dan diunggah kembali ke dalam aplikasi.  

C. RKT 

1. Matrik RKT secara otomatis telah terisi, baik indikator kinerja dan target; 

2. Matrik RKT memuat tanggal, bulan dan tahun, serta tanda tangan dan stempel satuan 

kerja; 

3. Mencetak matrik RKT; 

4. Membuat dokumen RKT; 

5. Dokumen RKT dibuat dalam format PDF dan diunggah kembali ke dalam aplikasi. 

D. PKT 

1. Matrik PKT secara otomatis telah terisi, baik indikator kinerja dan target; 

2. Memasukkan anggaran kegiatan dibawah matrik PKT;  

3. Mencetak matrik PKT dan anggaran kegiatan, serta diberi tanggal, bulan dan tahun, 

serta tanda tangan dan stempel satuan kerja; 

4. Membuat surat pernyataan perjanjian kinerja yang ditanda tangani oleh Ketua 

Pengadilan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, serta tanda tangan dan stempel satuan 

kerja; 

5. Dokumen pkt dibuat dalam format PDF dan diunggah kembali ke dalam aplikasi.  

E. Pelaporan Realisasi Bulanan 

1. Realisasi bulanan diisi setiap awal (setelah bulan pelaporan); 

2. Pengisian realisasi bulan dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. 

F. Pengukuran Kinerja  

1. Pengukuran kinerja triwulanan dicetak setiap triwulan; 

2. Pengukuran kinerja triwulan 4 digunakan sebagai dasar penyusunan LKjIP; 

3. Dokumen LKjIP dibuat dalam format PDF dan diunggah kembali ke dalam aplikasi. 
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Langkah-langkah penggunaan e-SAKIP sebagai berikut: 

 

I. PENGELOLAAN/OPERASIONAL 

1. Buka browser (mozilla Firefox/ Chrome), dengan mengetik alamat 

https://www.mahkamahagung.go.id kemudian dengan memilih bagian aplikasi seperti 

pada gambar dibawah dengan mengklik aplikasi internal KOMDANAS. 

 

Gambar 1. Website Mahkamah Agung 

1. Atau dengan membuka aplikasi (mozilla Firefox/Chrome), dan mengetikkan alamat: 

http://komdanas.mahkamahagung.go.id 

2. Masukan Username dan Password Yang dimiliki, Jika belum memiliki Username dan 

Password, silahkan hubungi admin Komdanas (Unit Kerja Bagian Pengembangan Sistem 

Informasi, Biro Hukum Humas). Tampilan halaman Login pada aplikasi Komdanas dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 2. Halaman Login 

3. Jika Entri-an Username dan Password berhasil, pilih modul perencanaan sebagaimana 

gambar di bawah ini: 

https://www.mahkamahagung.go.id/
https://www.mahkamahagung.go.id/
http://komdanas.mahkamahagung.go.id/
http://komdanas.mahkamahagung.go.id/
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Gambar 3. Halaman Utama 

 

4. Jika sudah masuk sub modul e-SAKIP , akan muncul tampilan sebagaimana gambar di 

bawah ini: 

 

Gambar 4. Modul e-SAKIP 

Pilih Aplikasi ini 
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II. MODUL E-SAKIP 

Modul-modul yang digunakan dalam sub modul e-SAKIP adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran Strategis dan Indikator 

2. Dokumen SAKIP 

3. Laporan Realisasi Bulanan 

4. Monitoring Perjanjian Kinerja 

 

 

2.1. Sasaran Strategis dan Indikator 

A. Tampilan Sasaran Startegis dan Indikator 

1. Pilih Menu Perencanaan > e-SAKIP > Sasaran Strategis dan Indikator. 

 

Gambar 5. Modul Sasaran Strategis dan Indikator 

2. Tampilan Sub sub menu Sasaran Strategis dan Indikator akan muncul seperti pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 6. Tampilan Sasaran Strategis dan Indikator 

Kolom-kolom pada tabel Sasaran Strategis dan Indikator Perjanjian Kinerja adalah 

sebagai berikut: 

- Satker/wilayah 

- Sasaran Sasaran Strategis 

- Indikator Kinerja 

- Input 

- Pengisian Input 

- Output 

- Pengisian realisasi 
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- Target (%) 

- Catatan 

3. Untuk menampilkan Sasaran Strategis dan Indiakator Perjanjian Kinerja sesuai 

dengan Tahun yang diinginkan, pilih Tahun dari dropdown list seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 7. Pilihan Tahun Sasaran Strategis dan Indikator Perjanjian Kinerja  

 

 

B. Tambah Target Indikator Kinerja 

 

 

1. Klik Tombol Tambah Target Indikator Kinerja. 

 

Gambar 8. Tombol tambah Target Indikator Kinerja 

2. Tampilan Tambah Target Indikator Kinerja akan muncul seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 9. Tampilan Tambah Target Indikator Kinerja 

3. Klik Dropdown List seperti pada gambar dibawah ini untuk menampilkan list 

Indikator. 
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Gambar 10. Dropdown List Indikator 

4. Isi Kolom Target realisasi (%) seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 11. Kolom Target Realisasi (%) 

 

5. Klik Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah dipilih dan 

dimasukkan, atau pilih tombol Batal untuk membatalkan proses. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Tombol Simpan 

6. Target Indikator akan ditambahkan ke dalam tabel Sasaran Strategis dan Indikator. 

 

Gambar 13. Tabel Sasaran Strategis dan Indikator 

 

7. Pastikan bahwa semua indikator yang ada pada list telah ditetapkan targetnya.
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C. Edit Target Indikator 

 

1. Untuk melakukan proses pengeditan Target Indikator, Klik tombol Edit pada 

baris Sasaran Strategis Target dan Indikator yang akan diedit. 

 

Gambar 14. Tombol Edit Target Indikator 

2. Tampilan edit akan muncul seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 15. Tampilan Penyuntingan Sasaran Strategis dan Indikator 

3. Klik Indikator untuk menyunting Indikator. 

4. Klik Kolom Target realisasi (%) untuk mengubah target realisasi. 

5. Klik Tombol  Batal jika penyuntingan batal dilakukan. 

6. Klik Tombol Simpan Data untuk menyimpan data yang telah diubah. 

7. Setelah Tombol Simpan Data diklik, tampilan akan diarahkan kembali seperti pada 

Langkah 1. 

 

D. Hapus Sasaran Strategis/Indikator 

 

1. Untuk  melakukan  proses  penghapusan  Sasaran Strategis/  Indikator, Klik tombol 

 Edit pada baris Sasaran Strategis Target dan Indikator yang akan dihapus. 
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Gambar 16. Tombol Edit Target Indikator 

2. Tampilan Edit Target Indikator Kinerja akan muncul seperti pada gambar dibawah 

ini. 

 

Gambar 17. Tampilan Hapus Sasaran Strategis/ Indikator 

 

3. Klik tombol  Hapus data yang berada di bagian sudut kanan bawah 

untuk menghapus Sasaran Strategis dan Indikator. Namun perlu diperhatikan, 

dengan menghapus Sasaran Strategis dan Indikator akan menghapus laporan 

realisasinya juga. 

4. Apabila Sasaran Strategis dan Indikator telah dihapus, tampilan akan diarahkan 

kembali seperti pada Langkah 1. 

 

E. Unduh Dokumen SAKIP 

Pengunduhan dokumen SAKIP melalui aplikasi e-SAKIP diperlukan untuk penyusunan 

Renstra, Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja yang selanjutnya akan diunggah kedalam 

aplikasi pada Dokumen SAKIP (Lihat USER MANUAL > 2.2 Dokumen SAKIP > Edit 

Dokumen SAKIP). 

1. Untuk melakukan proses pengunduhan Dokumen SAKIP, Klik tombol 

 Download Dokumen SAKIP. 
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Gambar 18. Tombol Unduh Perjanjian Kinerja 

2. Setelah tombol Download Dokumen SAKIP diklik, file dalam format ZIP akan secara 

terunduh. 

 

Gambar 19. File Hasil Unduh 

 

 

3. Hasil dari proses unzip Download Dokumen SAKIP adalah: 

- Dokumen Renstra (00_reviu_renstra.docx) 

- Dokumen Rencana Kinerja (01_rencana_kinerja.docx) 

- Dokumen Perjanjian Kinerja (02_perjanjian_kinerja.docx) 

 

4. Silahkan isi matriks pada dokumen renstra, mengesahkan (tanda tangan dan stempel) 

rencana kinerja, mengesahkan dan mengisi tabel anggaran pada perjanjian kinerja yang 

telah di unduh. 
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2.2. Dokumen SAKIP 

A. Tampilan Dokumen SAKIP 

1. Pilih Menu Perencanaan > e-SAKIP > Dokumen SAKIP. 

 

Gambar 20. Dokumen SAKIP 

2. Tampilan Sub sub menu Dokumen SAKIP akan muncul seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 21. Tampilan Dokumen SAKIP 

Fields pada tabel Komponen SAKIP adalah sebagai berikut: 

a. Satker/Wilayah 

b. LKJiP [tahun sebelum tahun berjalan] 

c. LHE [tahun sebelum tahun berjalan] 

d. Rencana Aksi [tahun berjalan] 

e. Indikator Kinerja Utama 

f. Rencana Strategis [5 tahun] 

g. Rencana Kinerja [tahun berjalan] 

h. Perjanjian Kinerja [tahun berjalan] 

i. Tombol Edit 

 

 

B. Unggah/Edit Dokumen SAKIP 

Dokumen-dokumen yang telah disahkan (tanda tangan dan stempel) untuk diunggah 

melalui aplikasi adalah sebagai berikut: 

 

- Dokumen IKU (SK Penetapan IKU dan lampiran matrik IKU) 

- Dokumen Renstra 
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- Dokumen Rencana Kerja Tahunan 

- Dokumen Perjanjian Kerja Tahunan ( Pernyataan Ketua Pengadilan dan Ketua 

Pengadilan Tinggi) 

- Dokumen LKjIP) 

- Dokumen Rencana Aksi 

 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk proses unggah dokumen-dokumen tersebut: 

 

1. Untuk melakukan proses edit dan unggah dokumen sesuai dengan Tahun yang 

diinginkan, klik dropdown list yang ada seperti pada gambar dibawah ini dan pilih 

tahun yang diinginkan. 

 

Gambar 22. Dropdown List Tahun Dokumen 

 

2. Untuk  melakukan  proses  unggah  dokumen, klik Tombol Edit seperti pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 23. Tombol Edit Komponen SAKIP 

3. Setelah Tombol Edit diklik, maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 24. Tampilan Penyuntingan Komponen SAKIP 

Catatan: Dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang akan diunggah merupakan 

dokumen LHE yang dievaluasi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. 

 

4. Klik Tombol Choose File untuk memilih file yang akan diupload. File 

yang harus diupload merupakan File scan dengan format PDF. 
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Gambar 25. Unggah Dokumen SAKIP 

5. Pilih file-file berikut ini; 

a. File Scan dokumen PDF LKJiP [tahun sebelum tahun berjalan] 

b. File Scan dokumen PDF LHE [tahun sebelum tahun berjalan] 

c. File Scan dokumen PDF Rencana Aksi [tahun berjalan] 

d. File Scan dokumen PDF Indikator Kinerja Utama (IKU) 

e. File Scan dokumen PDF Rencana Strategis [5 tahun] 

f. File Scan dokumen PDF Rencana Kinerja [tahun berjalan] 

g. File Scan dokumen PDF Perjanjian Kinerja [tahun berjalan] 

 

 

Klik Tombol Simpan Data untuk melakukan proses upload file, atau 

pilih    Batal untuk membatalkan proses upload file seperti pada gambar 

dibawah ini. 

Gambar 26. Proses Simpan Data 

6. Apabila Tombol Simpan Data telah diklik, File akan disimpan, dan tampilan akan 

kembali pada Langkah 2. 
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C. Unduh Dokumen SAKIP 

1. Proses unduh Dokumen SAKIP dapat dilakukan dengan klik Tombol seperti pada 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 27. Tombol Unduh Dokumen SAKIP 

Setiap Tombol unduh akan mengunduh dokumen sesuai dengan nama yang tertera 

pada Tombol Unduh. 

2. Setelah Klik Tombol Unduh [Nama File], File dalam format PDF akan secara otomatis 

di unduh. 
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2.3. Laporan Realisasi Bulanan 

A. Tampilan Laporan Realisasi Bulanan 

1. Pilih Menu Perencanaan > e-SAKIP > Laporan Realisasi Bulanan 

 

Gambar 28. Laporan Realisasi Bulanan 

2. Tampilan Laporan realisasi Bulanan akan ditampilkan seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 29. Tampilan Laporan Realisasi Bulanan 

Tabel pada tampilan Laporan realisasi bulanan terdiri atas fields berikut ini: 

- Satker/Wilayah 

- 12 Bulan Tahun Berjalan 

Tabel Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja menampilkan data persentase dalam 5 

tombol dengan keterangan warna sebagai berikut: 

 

melebihi target kumulatif 

sesuai target kumulatif 

di bawah target kumulatif 

realisasi nol 

tidak ada laporan 

 

 

3. Untuk menampilkan Laporan Realisasi Bulana sesuai dengan Tahun yang diinginkan, 

pilih Tahu dari dropdown list seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 30. Dropdown List Tahun Laporan Realisasi Bulanan 

 

 

B. Unduh Laporan Realisasi Bulanan 

1. Untuk mengunduh Laporan Realisasi Bulanan, dapat dilakukan dengan klik tombol 

yang ada dibawah bulan. Misalnya; untuk mengunduh Laporan Realisasi Bulan 

Januari, klik Tombol yang ada dibawah Januari seperti pada gambar dibawah. 

 

 

Gambar 31. Tombol Unduh Laporan Realisasi Bulanan 

2. File dalam Format .xlx akan terunduh secara otomatis. Hasil unduhan adalah 

dokumen laporan bulanan perjanjian kinerja. 

3. Lakukan hal yang sama jika ingin mengunduh file pada bulan yang lainnya. 

C. Input Laporan Realisasi Bulanan 

1. Untuk melakukan proses penginputan Laporan Realisasi Bulanan, klik tombol Edit 

yang ada pada kolom paling akhir seperti pada Gambar berikut. 

 

Gambar 32. Edit Laporan Realisasi Bulanan 

2. Tampilan halaman penyuntingan Laporan Realisasi Bulanan dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 33. Form Edit Laporan Realisasi Bulanan 

 

Catatan: Indikator kinerja yang tampil diatas merupakan Indikator kinerja yang telah 

dipilih oleh satuan kerja pada proses 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator, pada sub 

proses B. Tambah Target Indikator. Apabila indikator tidak ditambahkan pada proses 

tambah target indikator, maka pada penginputan realisasi bulanan indikator tidak 

akan muncul. 

3. Untuk mengedit Laporan bulanan sesuai bulan yang diinginkan, pilik dan klik daftar 

Bulan pada dropdown list seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 34. Dropdown List Bulan Laporan Realisasi Bulanan 

4. Isi Jumlah realisasi pada kolom yang tersedia seperti pada gambar dibawah ini. 

Gambar 35. Field Realisasi 

 

Apabila kedua kolom telah diisi, maka perhitungan Persentase pada Realisasinya 

akan diupdate dan dihitung secara otomatis. 

 

5. Klik Tombol Simpan Data jika perubahan telah benar dan selesai 

dilakukan, atau klik Tombol  Batal jika perubahan batal dilakukan. 

 

 

 

Gambar 36. Tombol Simpan Data Laporan Realisasi Bulanan 
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2.4. Monitoring Perjanjian Kinerja 

A. Tampilan Monitoring Perjanjian Kinerja 

1. Pilih Menu Perencanaan > e-SAKIP > Monitoring Perjanjian Kinerja. 

 

Gambar 37. Monitoring Perjanjian Kinerja 

2. Tampilan Monitoring Perjanjian Kinerja akan ditampilkan seperti pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 38. Tampilan Monitoring Perjanjian Kinerja 

Tabel pada tampilan monitoring perjanjian Kinerja terdiri atas fields berikut ini: 

- Satker/Wilayah 

- Triwulan I 

- Triwulan II 

- Triwulan III 

- Triwulan IV 

Tabel monitoring perjanjian Kinerja menampilkan data persentase dalam 5 tombol 

dengan keterangan warna sebagai berikut: 

 

melebihi target kumulatif 

sesuai target kumulatif 

di bawah target kumulatif 

realisasi nol 

tidak ada laporan 

 

 

3. Untuk menampilkan Monitoring Perjanjian Kinerja sesuai dengan Tahun yang 

diinginkan, pilih Tahun dari dropdown list seperti pada Gambar dibawah ini. 
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Gambar 39. Dropdown List Tahun Monitoring Perjanjian Kinerja 

 

 

B. Unduh Monitoring Perjanjian Kinerja 

1. Untuk mengunduh Monitoring Perjanjian Kinerja, dapat dilakukan dengan klik 

tombol yang ada dibawah Triwulan. Misalnya; untuk mengunduh Monitoring 

Perjanjian Kinerja Triwulan I, klik Tombol yang ada dibawah Triwulan I seperti pada 

gambar dibawah. 

 
Gambar 40. Unduh Monitoring Perjanjian Kinerja Per Triwulan 

2. File dalam Format ZIP akan terunduh secara otomatis. Dokumen yang ada di dalam 

hasil unduhan adalah: 

- Laporan Triwulan Perjanjian Kinerja 

(01_laporan_triwulan_perjanjian_kinerja.docx) 

- Penjelasan Triwulan Perjanjian Kinerja 

(02_penjelasan_triwulan_perjanjian_kinerja.docx) 

3. Lakukan hal yang sama jika ingin mengunduh file pada Triwulan yang lainnya. 




